
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belal<ang Masa lah 

Anak adalah amanah dan karuni a Tuhan YME, ya ng dalam dirin ya mele ka t 

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga 

memiliki hak asas i manusia ya ng diakui oleh masya rakat bangsa-bangsa di dunia 

dan merupaka n land asan bagi kemerd ekaan, keadilan dan perd amian di se luruh 

dunia, ta hun 1924. 1 Dalam masa pertumbuhan secara fi sik dan men tal, anak 

membutuhkan perawatan, perlindungan ya ng khusus, se rta perlindungan hukum 

baik se belum maupun sesudah lahir. 

Di samping itu , keluarga merupaka n lingkun ga n a lami bagi pe11umbuhan 

dan kesejahteraan anak sehingga untuk perkembangan kepribadi an anak secara 

utuh dan seras i membutuhkan lingkun gan keluarga ya ng bahag ia, pen uh kasih 

sayang dan pengerti an.2 Namun pada kenyataannya, mas ih banyak anak ya ng 

dilanggar haknya, dan menj adi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, 

ek.!.ploitasi, perlakuan sa lah, di skrimansi bahkan tindakan ya ng tidak manus1aw1 

terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang 

memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah .3 

Anak merupakan bagian warga negara yang j ustru harus di lindungi karen a 

mereka adalah geresi ban gsa yang kelak akan meneruskan untuk mem impin 

bangsa Indonesia. Setiap anak wajib di berikan pendidikan khusus dim ana anak 

anak tidak hanya di berikan pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan 

I,.._ 
1 Dekl arasi Hak Anak diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dike nal dengan nama Dek larasi 

Jenewa tahun 1924. 
2 "Pedoman Kesehalan Jiwa Remaja (Pegangan Bagi Dokter Puskesmas", http ://dinkes­

sul sel.go. id/new/images/pdf, 5 Mei 20 13 . 
3Kementeri an Hukum dan Hak Asasi Ma nusia Republik Indonesia, "Harmonisasi RPP Temang 

Per/indungan Anak yang Menjadi Karban a/au Pelaku Pornografl", http://www.djpp .depkumham.go.id, 5 
Mei 2013 . 
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form al seperti sekolah, namun anak anak juga waj ib mendapatkan pendidikan 

moral sehingga meraka dapat tumbu h menj adi sosok yang berguna bag ia bangsa 

dan Negara . 

Terdapat Pasal ya ng mengatu r rentang hu kuma n anak ya ng menjadi pelaku 

pada tindak pidana ya itu pada Pasal 28 8 dal am undang undang. 8e rdasarkan 

UUD pada Pasa l 288 tersebut ya ng menyataka n "Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak alas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi ", tampak bahwa seorang anak waj ib mendapatkan 

perlindungan atas hukum ya ng ada. Hal ya ng sama juga dijelaskan dalam undang­

undang perlindungan anak ya ng terd apat pada Pasa l 64, dimana dalam Pasa l 

tersebut dij elaskan tentang bentuk perlindungan ya ng diberikan pada anak yang 

mem iliki konflik ata u masa lah ya ng menyangkut hukum , se per1i berikut ini : 

I. Perlakuan atas anak secara manu siawi sesuai martabat dan hak-hak anak itu 

sendiri 

2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini 

3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak; 

5. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak 

yang berhadapan dengan hukum ; 

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubunga n dengan orang tua 

dan keiuarga; 

7. Perlindungan meiaiui pemberitaan identitas meiaiui media massa dan untuk 

menghindari labeli sas i. "\ ,.... 

Prinsip ya ng berhubungan perlindungan hukum pidana pada anak anak 

ya ng akan di terapkan, dan ya ng akan di terima oleh anak anak aka n di sesuakan 

terl ebih dahulu dengan konversi hak hak anak itu sendiri, dan seperti yang sudah 
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diratifikas ika n pemerintah tepatnya pada tangga l 26 j anuari 1990 yang di adaka n eli 

New York Ameri ka Seri kat ya ng telah el i tegaskan bahwa: 

I. Tidak seorang anak pun ela pat dira mpa s kemerdekaann ya secara melawan 

huk um atau secara sewenang-we nang: 

2. Seti ap anak ya ng dirampas ke merdekaa nnya akan dipi sa hkan dar i orang 

dewasa dan be rh ak melak uka n hu bun gan dengan ke luarganya; 

3. Set iap anak ya ng dirampas kemerd ekaa nnya berhak memperoleh bantuan 

hu kum, be rh ak melawan se rta menentu ka n dasar hu kumnya. 

Berdasa rkan keputusan tersebut maka anak anak mendapatka n 

perlindun gan hukum khusus untu k melindun gi anak anak agar mereka tetap meraih 

hak haknya, dan mereka dapat menj adi generas i muda penerus bangsa. Pada caat 

ini sudah ada satu kerangka kerja hukum ya ng lengkap unt uk rnemberi kan 

pe rlindungan terhadap hak-hak anak. Pe rke mbangan da lam bidang huku m yang 

pa ling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindu nga n Anak pada 

bul an Oktober 2002. Undang-Undang Perlindunga n Anak ini merupakan perangkat 

ya ng ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indones ia. 

Hukum mengenai perlindungan anak sebaga i suatu kaj ian di Indonesia 

adalah relatif baru , sekalipun kelahiran perlindungan anak itu sendiri telah lahir 

bersama lahirnya hak-hak anak secara uni versa l yang di akui dalam sidang um um 

PBB tangga l 20 Nopember 1959 (Declaration of the Right of The Child), yang 

da lam m ukad i mahnya tersi rat kewaj iban mem beri kan pe ri ind un gan terbai k bagi 

anak, dan dalam era pembangunan hukum ya ng mempunya i kaitan dengan 

ke hidupan anaklremaja, demi mencarf!Lkesejahteraan bag i mereka.4 

Beri bicara masa lah perlindun gan anak, pada dasarnya tidak berarti baru ada 

setelah lahirnya Undang-Undang Nomoir 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

4Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, .J akarta: Bu mi Aksara, 1990, him . 5. 
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Anak, sebe lum lahirn ya undang-undang ini masa lah perlindun gan anak sudah 

diatur da lam berbaga i Peraturan Perundang-undangan baik yang sifatnya 

"substansi tumpangan" ata u secara khusus mengatur masalah anak" .5 Undang-

Undang No nor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas i Manusia dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentan g Perlindun gan Anak dan terak hir dalam Undang-

Undang Penghap usan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dicantumkan tentang 

hak-hak anak , pelaksanaan kewajiban tanggun g jawa b orang tua, ke lu arga, 

masyarakat, pemerintah , dan Nega ra, namun perlindungan terh adap hak-hak anak 

mas ih memerlukan penanganan serius manaka la ada hal-hal ya ng sifatnya spes ifik . 

Kekerasan yang menimpa anak terutama yang te1j adi di lingkungan rumah 

tangga dan d i laku kan oleh orang-orang terdekat dari anak terse but, d i per i ukan 

perangkat hukum ya ng dapat melindun gi hak-hak anak karena kekerasa n terhadap 

anak adalah tindak kejahatan ya ng terse lubung, kebanya kan kasus sering tidak 

terlihat dan tidak dil aporkan, kalaupun terungkap biasanya ji ka sudah ada yang 

mengalami perlakuan ya ng parah atau bahkan meningga l. Pelaku kekerasan 

biasanya ada lah orang yang dekat dengan anak, sehingga sui it untuk meman tau apa 

yang terjadi di rumah, di lembaga-lembaga, dan di sekolah. Ada berbaga i bentuk 

kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik , seksual dan emosi serta 

penelantaran , semua ini, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pasa l I 9 

Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa Negara harus mengambil tindakan untuk 

" melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fi sik dan mental, cedera ata u 

penganiayaan , penelantaran, perlakuan buruk maupun eksp loitas i, termasuk 

penganiayaan seksual, se lama cJ
1
aJEm pengasuhan orang tu a, wali , atau orang la in 

ya ng mengasuh anak". 

5Sri Hariningsih, "Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomoir 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak", Ceramah dalarn rangka peningkatan pengetahuan tenaga perancang peraturan 
perundang-undangan, di se lenggarakan oleh Dit. Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman 
dan HAM tanggal 3 .luni 2003. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui 

Pasa l 80 dan Undang-Undang Nomor 23 Ta hun 2004 tentang Penghapusan 

Keke rasan Dalam Rumah Tangga melalui Pasal 44 mendukung hal ini dengan 

menya taka n seca ra jelas bahwa kekerasan terhadap anak ada lah tindak kejahatan 

ya ng bi sa dikenakan hu kuman kurungan maupun denda. Perlindungan anak adalah 

suatu usaha ya ng melindun gi anak un tuk dapat melaksanakan hak dan 

kewaj ibannya seca ra se imbang dan manusiaw i.6 Berrujuan un tuk menj amin 

terpenuhinya hak-hak anak aga r dapat hidup, tumbuh, be rkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan di skriminasi, dem i terwujudnya anak 

Indonesia ya ng berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.7 

Kekerasa n terhadap anak ya ng terjadi dalam lingkup ru mah tangga, 

biasanya di sebabkan karena kebanyakan anggota masyarakat mempunyai perseps i 

bahwa anak merupakan milik orang tu a, sehingga mereka harus menerima 

perlakuan apa saja yang dianggap wajar oleh orang tua. Kekerasan terhadap anak 

juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya, termasuk pandangan bahwa kekerasan 

merupakan bag ian dari cara mendidik dan untuk menanamkan rasa patuh anak 

kepada orang tua. Keluarga yang tidak harmoni s merupakan salah satu faktor yang 

mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Jadi , akar dari permasa lahan 

kekerasan terhadap anak adalah adanya interpretasi ya ng keliru terhadap aja ran 

a gam a dan facto r budaya set em pat. 8 

Seorang anak secara hukum sepenuhnya dapat menj adi subyek sej uml ah 

kekerasa n ya ng dilakukan oleh orang tua, dengan mengatasnamaka n "d isiplin 
I ,._ 

6Lindawati Ginti ng, Per/indungan Anak Da/am Bidang 1-/ukum Perdata, Kumpulan Karya Tulis 
Bidang 1-/ukum Tatum 2000, .J akarta: BPHN, 2000, him. 165. 

7Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perli nd ungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002, LN 
Nomorl 9 tahun 2002, TLN Nomor 4235, Bab II , Pasal 3. 

8Seto Mulyad i, " Runtuhnya makna dan Nilai Luhur Keluarga", Media Indones ia, 12 Mei 20 13, 
hlm.l 4. 
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rumah tangga". Orang tua berhak untuk menj atuhkan huku1Y1 an fisik "seperlunya 

dan layak" untuk kebaikan anak-anak mereka. Dengan kasih sayangnya beberapa 

tindaka n dianggap layak dil akukan da lam satu situasi.9 Hukum an atau 

pendi siplinan bagi seo ran g anak menj ad i suatu pelanggaran hukum jika hukum an 

ya ng diberikan untu k kepuasan atas penderitaan anak atau perwujudan kemarahan 

ata u jika hukum an ya ng diberik an tidak layak atau berlebihan, atau jika hukum an 

diperpanjang diluar kemampuan daya tahan anak atau denga n suatu alat ya ng tidak 

cocok untu k tujuan penghukuman dan diperkiraka n da pat membahaya kan nyawa 

dan mencederai tubuh. 10 

Budayawan Mudj i Sutri sno menekankan kekerasan kepada anak te1jadi 

karena lunturnya nil a i-nilai hakiki te ntang keman usiaan, man usia tidak lagi 

dilihat sebaga i ciptaan Tuhan dan anak sebaga i tit ipan Tuhan. Anak lebih dili hat 

dar i unsur kegunaan atau asas manfaat.11 Banyak orang tidak lagi memegang teguh 

nilai-nilai dalam satu ke luarga, orang tidak lag i menanggap fun gsi dan posisi orang 

tua sebaga i sebuah pengg il an hidup, karena itu banyak orang tua ya ng tidak 

mampu menjadikan keluarga se baga i ternpat perlindungan ya ng aman dan tenteram 

bagi anak. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau perlakuan salah 

biasanya terancam secara fi sik dan non fisik dan ini biasanya terjadi di lingkungan 

terdekatnya, sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dengan wajar baik 

secara jasmani , rohani , maupun social. Dalam kondi si demiki an korban akan 

menga lam i stress dan trauma dan apabi Ia tidak cepat d itangan i aka n mengganggu 

kehidupannya sehari -har i. 

Bentuk keke-{~an , terutama kekerasan dalam rum ah tangga, adalah 

9Purnianti dan Rita Serena Koiibonso, Menyingkap Tirai Kekerasan Da/am Rumah Tangga, 
Jakarta: Mitra Perempuan, 2003, him. 51. 

10 Ibid. 
11Mudji Sutrisno, Runtuhnya Makna dan Nilai Luhur Keluarga, Media Indonesia, 26 .Januari 20 13, 

him. 14. 
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pelanggaran hak asasi rn anu sia dan ke_j ahatan terh adap rn artabat kern anusiaa n se t1a 

bentuk di skriminas i.12 Berkaitan dengan penj elasa n ada Putu san Hakim pada kasus 

pidanan nomor 543/Pid. 8 /20 I 0/PN. Jkt. Trnr menyatakan terdakwa Musi ali as 

Mursid a li as Nursid ali as Hese ki el Amosi Giawa dengan usia 10 tahun bersa lah 

melakukan tindak pidana kekerasan fi sik dalam lingkup rum ah tangga yang 

mengak i batkan rnati nya korban sebaga i mana d iatu r da lam Pasa I 44 ayat 3 U ndang-

Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapu an Kekerasan Dalarn Rurnah 

Tangga . Terdakwa Musi ali as Mursid a li as ursid ali as Hese ki e l Arn os i Giawa bil a 

d icennati secara mendalarn sejak keci I seri ng me I ihat a tau pun d i perlakukan kasar 

rnaka dapat dikatakan bahwa terd akwa adalah korban kekerasan karena 

rnenganggap kekerasan adalah merupakan hal yang biasa. Oleh karena itu 

cenderung melakukan kekerasan kernbali terhadap orang lain. Anak yang pada 

rnasa kec il rn enj adi korban kekerasan, ketika dewasa juga rn elakukan kekerasan, 

karena menganggap itu hal biasa . 

Perlu dil akukan sebuah pengertian bagi korban bahwa kekerasa n yang 

diterirnanya se rn asa kec i! adalah perilaku ya ng sa lah. ltu harus di sadarkan, bahwa 

kekerasan hanya akan menghambat tumbuh kem bang anak secara maksimal. 

Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati , dendam , dan 

menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Hal ini terbukt i bahwa 

Terdakwa Musi ali as Mursid ali as Nursid alias Hesekiel Amosi Giawa mencatat, 

seorang anak yang beiumur I 0 tahun yang menjadi korban kekerasan, membunuh 

ibu angkatnya . 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul: , ,..... 

"Perlindungan Hukum Terhadap A nak Sebaga i Korban Kekerasan Dalam 

12Penj elasan Umum alinea ke-4 . Undang-Undang Rl Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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Rumah Tangga; (Studi Kasus Perkara Pid:tna No mor 543/Pid. B/2010/PN. 

Jkt. Tmr)". Dengan penelitian ini dillarapkan ,Jkan diketahui Perlindungan Hukum 

ya ng dapat diperoleh anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga kelak 

d i kem ud ian hari anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga men j ad i anak 

ya ng percaya diri dan mampu berkembang se baga imana pribadi seorang anak yang 

bergau l secara normal. 

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah. 

Memberikan perlindungan hukum dan HAM terhadap anak merupakan 

kewaj iban pemerintah, masyarakat juga oran g tua. Nemun ketika hukum 

mulai bergerak berpindah menuju wilyah rumah tangga untuk melindungi 

anak-anak dari kekerasan orang tua dan orang-orang terdekat di 

lingkungannya, menimbulkan beberapa pennasa lahan yang oleh penulis 

identifikasikan sebaga i berikut : '' Me!1gapa anak perlu perlindungan 

Hukum ? 

2. Rumusan Masalah. 

Setelah diidentifikasi masa lahnya maka dapat dirumuskan 

permasalahannya, sebagai berikut: 

a. Apa yang dimaksud dengan anak sebaga i korban K.ekerasan Dalam 

Rumah Tangga? 

b. Baga imana penerapan perlindungan hukum bagi anak sebagai 

korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

C. Tujuan d?{,._Kegunaan Penelitian 

Di atas te lah diidentifikasi dan dirumuskan masa lah ya ng aka n diteliti. 

Adapun t(ljuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada lah : 
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1. Tujuan Penelitian: 

a. Tujuan Umum . 

Untuk mengetahui hubunga n anak dalam masa pertumbuhan secara 

fi sik dan mental , baik sebelum maupun ses ud ah lahir dengan 

perlindungan Hukum. 

b. Tujuan khusus 

I) untuk mengetahui anak korban bag i anak , khu susnya bagi 

korban kekerasan dalam rumah tangga. 

2) untuk mengetahui perlindun gan hukum bag i anak korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

2. Manfaat penelitian: 

a. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum khu susnya dalam hukum perlindungan 

anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk 

pengembangan team maupun praktek hukum. 

b. Praktis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para 

aparat penegak hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. 

Peneliti berharap bahwa has il penelitian ini dapat dipergu na kan 

sebagai infonnasi bagi praktisi hukum, kalangan akadernisi dan 

masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi anak korban 

kekerasan dalam rumah tangga, mengingat kekerasan terhadap anak 

khususnya yang terjadi dalam rumah tangga umumn ya bersifat 

tertutup dan sui it terungkap. 
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D. K era ngka Teori, Kerangka Konsepsitual, dan Kerangka Pemikiran 

1. Keran gka Teori 

Teori yang di gun akan dalam penelitian Tes is 1n1 , ada lah sebaga i 

berikut: 

a. Teori Keadilan. 

John Raw ls, menge mbangkan teori keadil ann ya dari ide 

bahwa hak-hak asasi indi vidu tidak bo leh dil angga r dengan alasan 

apapun .13 Prinsip dasar dari teo ri ofjustice ini membahas apa yang 

disebut Rawls sebaga i masa lah klas ik yakni tentang dasar-d asar 

kebebasan kebebasan sipi l, batas-batas kewajiban politi k, dan 

keadi lan system ekenomi dan ketidaksamaan dalam masyarakat. 

Da lam menjawab masa lah-masa lah ini Rawls me1r.egang prinsip 

utama dalam se luruh teiori politi knya, ya kni prinsip bahwa hak -hak 

sipil dan politik individu tidak boleh dil angga r. 14 

b. Teori Psikologi Perkembangan 

Teori ini berpandanga n bahwa: pada dasamya anak lahir ke duni a~ 

perkembangannya ditentukan oleh adanya penga ruh dar i lu ar, 

termasuk pendidikan dan pengaj aran . Dianggapnya anak lahir 

dalarn kondisi kosong, putih bersih seperti meja lilin (tabu larasa), 

maka pengalaman (empiri s) anak akan menentukan corak dan 

bentuk perkembangan jiwa anak. 

c. Hukum Perlindungan Anak 

Menurut J.E. dan H.M.A. Drewes merumuskan , Hukurn 

Perlindungan Anak Muda terbag i menjadi dua pengertian , dal am 

13 Priyono H., Teori Kead il an John Rawls, dal am tim redaksi , Driyarkara (Ed), Diskursus 
Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Jakarta: Gramedi a Pustaka Utama, 1993, him 46. 

14 /bid 
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a1ti luas dan sempiL ya itu : 

I) Dalam art i luas, sega la aturan hi d up yang member 

perlindungan kepada mereka ya ng belum dewasa dan 

member kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. 

2) Dalam a1ti sempit , meli puti perlindungan hokum ya ng 

terdapat da lam ketentuan hukum perdata, kcten tu an hu kum 

pidana dan ketentuan hu kum acara. 15 

Me nurut Bismar Sirega r, Aspek Hukum Perlindungan Anak 

dalam peeradil an ditinj au dar i seg i psikologis agar anak terhindar 

dar i kekerasan, kete rl antaran, penga ni ayaa n, tertekan , perlakuan 

tidak senonoh, kecemasan dan lain -lain. 16 

2. Kerangka Konseptual 

Untuk memahami perlindungan hokum bagi anak korban kekerasan 

dalam rumah tangga, maka dikemukakan beberapa kerangka konseptual 

yang akan dipergun akan. 

a. Penge rtian Anak 

Menurut Kamus Bahasa Indones ia, anak dia1tikan sebaga i 

manusia yang masih kec il. Penge1tian dan rumusan tentang siapa 

dan apa anak itu juga dirumuskan dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan an tara lain dalam U ndang- U ndang 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan be las) tahun , termasuk anak yang 

1 5Irma Setryowati Soemi tro, Aspek Hukum Per/indungan Anak, .J akarta: Bu mi Aksara, 1990, 
him . 54. 

16.J.C.T. Simorangkir, da lam Bismar Siregar, ·'Masalah Penahanan dan Hukum Terhadap 
Kejahatan Anak", M akalah da lam Simposium Aspek -aspek Hukum Masalah perlindungan Anak dili hat dari 
Segi Pembinaan Generasi Muda . .J akarta. 24 -26 .l anuari 1980. hi m. 3. 
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masih dalam kandungan. 17 

b. Pengertian Perlindungan 

Perlindungan anak adalah keg iatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dari hak-hakn ya agar dapat hidup, tumbuh , berkembang, dan 

berpartis ipasi seca ra optim al sesua i dengan hark at dan martabat 

kemansuiaan. 18 

c. Korban 

Korban adalah orang yang menga lami kekerasan dan/atau ancaman 

kekerasa n dalam lingk up rumah tangga. 19 Menurut Ar if Gos ita, 

korban adalah yang menderita jasmani ah da n rohaniah sebagai 

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentin gan 

diri sendiri atau orang lain ya ng benentangan dengan kepentinga n 

dan hak asas i yang menderita.20 

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ya itu sebagai setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan 

timbulnya kesengsaraan atau penderit:::an secara fi sik, seksual , 

psikologis dan/atau pemaksaan. atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingk up rumah tangga.2 1 

e. Hukum Perlindungan Anak 

Sebaga imana dikutip oleh lrmn Set iowat i merumuskan , 

hukum Perlindungan Anak terbagi menjadi dua: 

17Republik Indonesia, Undang-Undang tenbtang Perlindungan Anak, Loc.Cit., Pasa l I aya t ( I). 
18/bid., Pasal I ayat (2) . 
19Republic Indonesia, Undang-U ndang tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga, 

Loc.cit., Pasal I ayat (3). 
20 Arif Gosita, Kedudukan Karban Di Dalam Tindak Pidana, dalam Masa lah Karban Kejahatan, 

Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, him. 63. 
2 1Republik Indonesia, Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

Loc.cit, Pasal 1 ayat ( I) . 
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I) Dalam arti !uas, sega la aturan yang memberi perlindungan 

kepada mereka yang belurn dewasa dan memberi 

kern un gk i nan bag i mereka u ntu k berkem bang. 

2) Dalam art i sernpit , meliputi perlindungan hukum yang 

terdapat dalam ketentuan hukum perd ata, ketentuan hukum 

pidana dan ketentuan hukum aca ra.22 

Menurut Bismar Siregar, Aspek Hukurn Perlindunga n Anak 

dalam perad il an pidana ditinjau dari seg i psikologis aghar 

anak terhindar dari kekerasan , keter lantaran, penganiayaan , 

tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan lain-

lain.23 

3. Kerangka Pemihlran 

PEMBUKAAN UNDANG UNDAI'G DA SAR I 
NEGARA REPUBLIK INDONES IA 

TAHUN 1945 
_j 

PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN 

ANAK 

~ 
UNDANG-UNDANG NOMO R 23 TAHUN 2004 

TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN 
DALAM RUMAH TANGGA. 

~ 
PERLINDUNGAN HUKUM BAG! ANAK 

KORBAN KEK ERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA 

221rma Setyowat i Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, 
him . 54. 

23.JCT. Simorangkir dalam Bismar Siregar, "Masalah Penahanan dan 1-!ukum Terhadap Kejahalan 
Anak", Makalah da lam Simpos ium Aspek-aspe k Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi 
Pembinaan Generasi Muda, Jakarta: 24-26 .l anuari 1980, him . 3. 
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Keterangan: 

Dalam masa pertumbuhan secara fi sik dan mentaL anak membutuhkan 

perawatan, per lindungan ya ng khu sus, se rta pcr lindu ngan hukum baik sebelum 

maupun sesudah lahir. Disamping itu , keluarga merupakan lin gkungan alami bagi 

pertumbuhan dan keseja hteraan anak seh in gga untuk perkembangan kepr ibadian 

anak seca ra utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga ya ng bahagia. 

penuh kasih sayang dan pengertian. 

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak ya ng di langgar hakn ya, dan 

menj ad i korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksp loitas i, perlakuan 

salah, diskrimansi bahkan ti ndaka n yang tidak manu siawi terhadap anak, tanpa ia 

dapat melindungi dirinya, dan tanpa perl indu ngan yang rnemadai dari ke luarganya, 

masyarakat, dan pemer intah. 

Disamping itu , kerawanan-kermvanan dan pelanggaran hak anak sudah 

saatnya menuntut perhatian semua pihak seca ra sunggu h-sungguh, karena se lain 

mengancam kelangsungan h idup, juga mengancam ketahanan sosia l yang pad a 

gi lirannya berkembang menjadi ketahanan nasiona l sebagai suatu bangsa. Apa lagi 

Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah menyatakan diri sebagai 

negara pihak yang mendukung Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on 

the Rights of the Child) sejak Agustus 1990, kemudian Konvensi Hak Anak telah 

menjadi bagian dari sistem hukum nas iona l. Hal ini diperkuat dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

Oleh karena itu atas prakarsa Departemen Sosial Rl serta dukungan Unicef 

dibentuklah Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tanggal 26 Oktober 1998. 

Bersamaan dibentuknya Komnas Perlindungan Anak, Forum Nasional 

memberikan Mandat kepada Komnas Perlindungan Anak untuk melakukan 
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se rangkaian keg iatan/prog ram perlindunga n anak te rm asuk memperkuat 

mekani sme nas ional untuk mewujudkan situas i da n kondi si ya ng kondusif bag i 

perli ndungan anak de mi masa depan ya ng leb ih baik. 

E. Metode Penelitian 

I. Pendekata n 

Da lam keg iatan peneliti an ini ditempuh melalui pendeka tan Yuridis 

Normati f, ya ng ditunjang denga n pendekatan Kriminologis. Pendekatan 

Yuridis normat if meru pakan pendekata n ya ng utama, ka rena tinjauan se11a 

anali sis yang digunakan terh adap perm asa lahan hukum yang diteliti 

berpangkal pada peraturan perundang-undangan ya ng mengatur masa lah 

perlindunga n khusus bag i anak ya ng menjad i ko rban keke rasan da lam 

rumah tangga. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Stud i ke pustakaan (Library research) yang d i lak ukan ur. tuk 

memperoleh data sk un de r, meliputi : bahan hukum primer be ru pa 

peraturan perundang-undangan (K U HAP), dan U ndang-undang 

tentang narkotika. Bahan huk um sekunder berupa teori/konsep para 

ahli dan bahan hukum tersier berupa majalah ilmiah atau majalah 

hukum yang diharapkan dapat menambah kejelasa n terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

b. Studi lapangan (fie ld research) yang dilakukan langsung di 

lapangan untuk memperoleh data primer ya itu wawancara tidak 

terpimpin Mempunya i ciri utama bahwa se luruh wawancara tidak 

didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah 

di susun lebih dahu!u . Pewawancara tidak memberikan pengarahan 

yang taj am, tetapi di serahkan pada yang di wawancarai untu k 
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memberikan penj elasa n menurut kemauannya sendiri. Seperti 

wawancara dengan anak yang bermasalah dengan hukum. 2~ 

3. Teknik Analisis data 

Baik data primer maupun data sekunder ya ng diperoleh kemudian dianali sis 

dengan metode kualitatif, dan tidak men gg unakan rumus-rumus stat istik 

ataupun model-m odel matemati s. 

Untuk mengkaji pokok permasa lahan dalam penelitian 1n1 , penulis 

melakukan penelaahan kepustakaan dan mencermati beberapa persoa lan ya ng 

te1jadi sekitar kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang men ya ngkut anak, 

dari berbaga i send i kehidupan , serta perlakuan masyarakat dan pemerintah . 

Penelaahan kepustakaan dil akukan melalui pengumpulan berita surat kabar, 

laporan-laporan, tulisan-tulisan , pendapat para pakar/ahli soc ial dan hukum (data 

sekunder/bahan hokum sekunder). serta peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (data primer/bahan hokum primer). 2s Untuk mengkaji pokok permasa lahan 

dalam penuli san 1n1 penuli s mempergunakan metode penelitian hokum 

normative.26 Dengan rnenyes uaikan diri pada ruang lingkup dan identifikasi 

masalah yang telah dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yurid is 

normative tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan jenis data yang 

I. . d k d 27 d d . 28 me 1put1 ata se un er , an ata pnmer. 

24Roni Han itij o. S. , Me!Odelogi Penelilian Hukum dan Jurilmelri. Ghalia Indonesia, Jaka rta, 
1990, him 59-60. 

25 Soeri ono Soekanto da n ri Mamudji , Penelit ian 1-/ukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1994, hi m. 29. 

26Penelitian hu kum nmmati ve ada lah pene lit ian hukum ya ng dilakukan dengan ca ra menel it i bahan 
pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hokum norm ative ini menca kup: ( I) peneliti an terhadap asas­
asas hukum ; (2) peneliti an terhadap setematik hukum ; (3) penelitian terhadap tarat' sindronisasi vertical dan 
hori zontal; (4) perbandingan hukum ; (5) se jarah hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peneliti an 
Hukum No nnatif; Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cet. V, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 200 I), him. 
13-1 4. 

27Data sekunder adalah bahan pustaka ya ng beri sikan infonnas i tentang bahan prime11, yang anlam 
lain mencakup: (a) abstrak; (b) indeks; (c) bibliogra fi ; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan acua n 
lainnya. 

28 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan 
dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. 
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F. Sistematika Penulisan 

Data ya ng berkaitan dengan pokok permasa lahan, ruang I ingkup, dan 

indentifikasi masa lah sebagai mana ya ng telah di sebutkan di atas yang telah 

diperoleh aka n di sajikan dengan pendekatan deskriptif anali sis dan perspektif 

analiti s. Peneliti akan menguraikan materi pe neliti an ini denga n sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I Penda huluan akan menguraikan Jatar belakang peneliti an, ke rangka 

teori dan masa lah, tujuan da n kegunaan pene li tian , ke rangka teori dan 

konsepsional, dan metode penel iti an. 

Bab II Ti nj auan Pustaka Hak Asasi Anak dan Pennasa lahannya akan 

menguraikan Hak Asasi Anak Suatu Tinjauan Umum , Prinsip-prinsip 

Penyelenggaraan Hak Anak, Pembatasan Usia Anak serta Dunia Anak dan 

Permasalahannya. 

Bab Ill Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan mengunraikan 

Gambaran Singkat Kekerasan Terhadap Anak, Ke luarga sebagai Si stem Sosial dan 

Pembentuk Kepribadian, kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagian dari Kekerasan 

Terhadap Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, 

Masyarakat dan Orang Tua serta Persyaratan Pelaksanaan Perlindungan Terhadap 

Anak. 

Bab IV Perlindungan Hukum Bag i Anak Korban Keke rasan Dalam Rumah 

Tangga aka n menguraikan Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Dal am Berbaga i 

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Pemahaman Orang Tua/Keluarga 

Terhadap Hak-H ak Anak, Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Anak, Sanksi 

Pidana Bagi Pelanggaran Perlindungan Anak, Peran Aparat Penegak Hukum 

Dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Program Aks i 

Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak, se rta Kebijakan Pencegahan dan 
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Penanganan Anak Korban Kekerasa n Dalam Rumah Tangga. 

Bab V Penutup akan menyimpulkan has il-has il penelitian yang telah 

dituangkan dalam bab-bab sebelumnya dan mengaj ukan sa ran sebaga i implikas i 

teoriti s maupun prakti s dalam penelitian ini . 
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